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INDIKATOR KINERJA UTAMA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang
merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan
akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
pertanggung jawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang
wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha
organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya
Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicators) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-

U/2195/0T.01.3/X1/2017 tanggal 21 Nopember 2017
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Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Indikator Kinerja
Utama ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,

biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali
atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
¢. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan
tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupst ;

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama ;

9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/X1/2016
tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama ;

PROSEDUR MUTU
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PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pelindung / penasehat . Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.
Wakil Ketua 1 : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.
Wakil Ketua 2 . Suko Triyono, S.H.,M.Hum.
Sekretaris . -I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

-Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.
-Rahmat Safrin Domut, S.SL
-Mochamad Rafid, S.E.

Anggota : -Sofia Golonda, S.H.
-Dr. Yuslan, S.E.,S.H,M.H.
-Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.
-Mariati, S.H.,M.H.
-La Hotuba, S.H.
-Zainuddin, S.H.,M.H.
-Herlina Masran, S.E.
-Nurhadiyanto, S.T.
-Melkianus Nggodulano, S.E.
-A.Fatmawati, S.Sos.
-Indorenung, S.T.
-Linda Lily Suryani Asmu, S.H.

-Mulfi, S.H.
Ditetapkandi Palu
Pada tanggal 21 Nopember 2017.
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah J/
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KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
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TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah

b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali
atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;

I. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi ;

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur
Organisasi, dan Tata Kerja ;

9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung.

10.Peraturan  Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama ;

12.PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
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Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016
tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Pertama . Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ;

Kedua . Penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap
Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan
kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Palu
Pada tanggal 21 Nopember 2017.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR : W21-U/ 219€/0T.01.3/X1/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah :

b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator
Kinerja Utama (IKU).;

I. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi ;

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahasn Kedua
atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

8. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;

9. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;

10.Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

I'l.Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama ;



Memperhatikan : Surat  Keputusan ~ Ketua ~ Mahkamah ~ Agung RI ~ Nomor

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

192/ KMA/SK/X1/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGAH TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap
Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan
disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung R1 ;

Dalam rangka lebih  meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian Kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan  informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi : Palu
Pada tanggal : 21 Nopember 2017.

Ketua

BPAGUS WJAGRA, $H, MH
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